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ABSTRAK

Nama : Fuad Anand Harahap

Nim : 17 401 00179

Judul skripsi : ANALISIS PENERAPAN DENDA PRODUK AR-RUM
EMAS MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI DI PT.
PEGADAIAN (Persero) UPS.SIBUHUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan nasabah dalam
pembayaran angsuran pada produk Ar-Rum Emas pada PT. Pegadaian (Persero)
UPS. Sibuhuan. Hal ini dikarenakan nasabah yang ingkar janji atau tidak
memenuhi kewajibannya dalam pembayaran angsuran yang telah disepakati di
awal akad. Alasan nasabah pun berbagai macam, ada yang karena faktor ekonomi,
faktor pribadi, sakit, lupa dan lainnya. Adapun yang menjadi subjek dalam
penelitian ini adalah Nasabah dan Manajer Operasional PT. Pegadaian (Persero)
UPS. Sibuhuan.

Teori yang digunakan adalah pengertian pembiayaan Ar-Rum Emas,
Persyaratan Pembiayaan Ar-Rum Emas, Keunggulan gadai Emas, Proses
pengajuan pemberian pinjaman, gadai, penyelesaian gadai, dasar hukum, syarat
dan rukun gadai, pemanfaatan barang gadai, tujuan dan manfaat pegadaian, denda,
Fatwa No. 17/DSN-MUI/1X/2000, Fatwa No. 25/DSN-MUI/111/2002.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data penelitian ini diperolen melalui wawancara dan dokumentasi
terhadap informan secara langsung. Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan
(field research) dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan
keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan pengumpulan data.
Sedangkan teknik analisi data data menggunakan reduksi data, penyajian data,
penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Denda produk pembiayaan Ar-Rum Emas merupakan suatu uang lebih
yang harus dibayar oleh nasabah dalam angsurannya dikarenakan keterlambatan
nasabah pada saat tanggal jatuh tempo. Tujuan dari denda produk Ar-Rum Emas
lalah untuk memberikan efek Jera kepada nasabah yang melakukan ingkar janji
atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang ditetapkan.
Teknis perhitungan denda Ar-Rum Emas ditentukan dalam hitungan hari yakni
sebesar 0,133%. Dalam penerapannya, denda produk Ar-Rum Emas PT.
Pegadaian (Persero) UPS.Sibuhuan telah sesuai dengan Fatwa MUI No. 17/DSN-
MUI/1X/2000.

Kata Kunci: Penerapan, Denda Produk Ar-Rum Emas, PT. Pegadaian (Persero)
UPS. Sibuhuan
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Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak
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Peneliti
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
A. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan seba
gian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini

daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf | Nama Huruf
Huruf Latin Nama
Arab Latin
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< sa $ Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
Ha (dengan titik di
c ha b bawah)
z Kha Kh Ka dan ha
3 Dal D De
3 zal Z Zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
o= sad $ Es(dengan titik di bawah)
: De (dengan titik di
o= dad d ( pawah)
Te (dengan titik di
- a ! bawah)
1 2 . Zet (dengan titik di
bawah)
& ‘ain Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
s Fa F Ef
3 Qaf Q Ki
< Kaf K Ka
J Lam L El
N Mim M Em




J Nun N En
9 Wau W We
Ha H Ha
3 Hamzah Apostrof
& Ya Y Ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
—_ fathah A A
—_— Kasrah I I
3 dommah U U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama
..... & fathah dan ya Ai adani
ER. fathah dan wau Au adanu

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf
Nama dan Nama
Huruf
Tanda
&.....) eeee. | fathah dan alif atau ya a a dan garis atas
S Kasrah dan ya i I dan garis dibawah
5. dommah dan wau u u dan garis di atas
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C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua.

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat
fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat
sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitud' . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan
antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang
yang diikuti oleh huruf gamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti
oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf
/Il diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata

sandang itu.
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2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariahadalah kata sandang yang diikuti
oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan
didepan dan sesuai dengan bunyinya.

. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan
diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif.

. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannyadengan huruf Arab yang
sudahlazimdirangkaikandengan kata lain karenaadahurufatau harakat yang
dihilangkanmakadalamtransliterasiini penulisan kata
tersebutbisadilakukandengandua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula
dirangkaikan.

.Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab
huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan
juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,
diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri
dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang
ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf

awal kata sandangnya.



Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena

itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin,
Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur
Pendidikan Agama, 2003.



DAFTAR ISI

Halaman Judul/Sampul

Halaman Pengesahan Pembimbing
Surat Pernyataan Pembimbing
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

ABSTRAK .ottt i
KATA PENGANTAR ..ottt i
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN ..o, vi
DAFTAR ISL.oie e Xi
DAFTAR TABEL ..ottt Xiii
DAFTAR GAMBAR ..ottt Xiv
DAFTAR LAMPIRAN ..ottt XV
BAB | PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.............ccccooiiiiiniieee 1
B. BatasanMasalah ... 5
C.Batasan Istilah...........ccoooiiiiiii e 5
D. Rumusan Masalah ... 6
E. TujuanPenelitian...........ccoooeiiiiiieieceee e 6
F. Kegunaan Penelitian...........cccccoceiveviiiiniene e 6
G. Sistematika Pembahasan...........c.ccocooiiiiiiicne e, 7
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Ar-RUM EMAS ......oiiiiiiii e 9
a. Pengertian pembiayaan Ar-Rum Emas.............cccceeveee. 9
b. Persyaratan Pembiayaan Ar-Rum Emas........................ 9
c. Keunggulan Gadai EmMas..........cccceevevviivenesiieieeneeenn 10
d. Prosedur Pengajuan Pemberian .............ccccoovevveiineennnn . 10
€. GAOAIL..c.ve e 10
f. Penyelesaian gadai .........ccccovveiiiiiiiie i 12
g. Dasar HUKUM..........ccoeiiiiiiiece e 13
h. Syarat dan Rukun Gadai..........ccccceeerinnienininiieee 15
I. Pemanfaatan Baran Gadal.............cccceveieieeiienenieniens 17
J. Tujuan dan Manfaat Pegadaian............ccccooevvervnenne e 18
2. DENOA ..o 19
3. Dewan Syariah Nasional MUI ............c.ccccovveiiiieineieenn, 21
a. Dewan Syariah Nasional ............cccoceveviiiiinniinecn 21
b. Fatwa No: 17/DSN-MUI/IX/2000 ........cccecvvivivirinanns 23
c. Fatwa No: 26/DSN-MUI/HI/2002........cccocvvvieiiinnnnnne. 25

Xi



B. Penel

itian TerdahulU ..o 27

BAB Il METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi penelitian............cccccoevevvveviviieiiieieenns 33
B. Jenis penelitian ... 33
C. Subjek penelitian..........ccccccovveiiiieiiece e 33
D. Sumber data penelitian...........ccoeviiininiieieieec e 33
E. Teknik pengumpulan data............cccooevviiiiieiieie e, 34
F. Teknik pengolahan dan analisis data .............cccccccvvrenene. 35
G. Teknik keabsahan data...........ccceeevineiininienese s 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1.
2.
3.
4.

5.
B. Ha

Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian (Persero) UPS.

SIDUNUAN......oci 39
Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero) UPS.
SIDUNUAN. ... 42
Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS.
SIBUNUAN... ..o 43
Syarat Pengajuan Ar-Rum Emas di PT. Pegadaian (Persero
UPS. Sibuhuan.........c.ccoooeiiiccc e e 47
Produk-Produk Pegadaian Syariah............c.cccoceeen e 48

sil Penelitian

1. Penerapan Denda Ar-Rum Emas di PT. Pegadaian (Persero)
UPS. SIBUNUAN........cccciiiiicicec e 57

2. Tujuan Penerapan denda Ar-Rum Emas pada PT. Pegadaian
(Persero)UPS. Sibuhuan...........cccoevieiieiiiiiecc e e, 59
3. Penerapan denda produk Ar-Rum Emas Menurut Fatwa Dewan
Syariah Nasional MUI ..........ccccoooiiiiiiiince s 61
C. Pembahasan Hasil Penelitian...........ccccocvvvvieniieiiininnencicnns 63
D. Keterbatasan Penelitian ..........cccooveveviiininieicneceee e 65

BAB V PENUTUP

AL KESTMPUIAN. ... e 67
B SArAN......iiiiii s e 68

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

xii



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah nasabah yang terkena denda di PT. Pegadaian (Persero)
UPS. SIDUNUAN......oiiiiiie e 4
Tabel 1.2 : Penelitian Terdahulu..........ccoooiiieii 27

xiii



Gambar 1.1

DAFTAR GAMBAR

. Struktur Organisasi

Xiv



DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran1l : Pedoman wawancara Informan
Lampiran 2 : Pedoman wawancara Nasabah

Lampiran 3 : Dokumentasi Riset

XV



A.

BAB |
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Pada saat ini PT. Pegadaian sudah mengalami perkembangan yang

sangat pesat, baik dari layanan gadai syariah maupun gadai konvensional.
Pegadaian dianggap sebagai alternatif penyediaan dana bagi masyarakat
umum Yyang kurang mampu mengakses kredit atau pembiayaan di
perbankan. Pegadaian memiliki hak untuk menjual kembali barang gadai
jika nasabah tidak mampu melunasi utangnya. Hal ini disebabkan karena
nasabah yang meminjam dana dengan memberikan barang jaminan dengan
kontrak telah menyerahkan barang miliknya untuk dijual dengan harga di
bawah rata-rata jika nasabah tidak mampu membayar pinjaman.*

Pegadaian syariah telah hadir untuk memberikan pinjaman kepada
masyarakat yang membutuhkan dana dan untuk menyahuti kegelisahan
sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim yang
menginginkan sebuah lembaga pegadaian syariah yang terbebas dari unsur
riba. Sebagai lembaga bisnis yang memiliki nilai syariah, pegadaian
syariah harus menyesuaikan diri terhadap berbagai persoalan yang
berhubungan dengan ekonomi masyarakat.?

Dinas Pegadaian mengalami beberapa perubahan bentuk hukum

yaitu pada Pada tahun 1969 Perusahaan Negara (PN) pegadaian, pada

Syariah
774,

Vol. 10,

! Sholihin Shobroni, Implementasi Penerapan Perlindungan Konsumen Dalam Gadai
Dan Gadai Konvensional,Jurnal Syintax Admiration, Vol. 1 No. 6 Oktober 2020, him.

°Eli Suryani, Pegadaian Syariah (Teori dan Prakteknya di Indonesia), Jurnal Al-Hurriyah,
No. 1 Januari 2019. him. 20.



tahun 1969 Perusahaan Negara diubah menjadi Perusahaan Jawatan
(Perjan) Pegadaian, kemudian pada tahun 1990 Perusahaan Jawatan
diubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian melalui peraturan
pemerintah nomor 10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990 dan PERUM
Pegadaian diubah lagi menjadi Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian.’

Perseroan Terbatas adalah sarana pendanaan alternatif yang sangat
efektif dan sudah dikenal banyak oleh masyarakat Indonesia. Dalam
perkembangannya, mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama
Islam maka sudah sepantasnya jika melakukan muamalah yang berkaitan
dengan ekonomi sesuai dengan Syariat Islam termasuk mempergunakan
jasa gadai yang sudah sesuai dengan Syariah. Adapun karakteristik dari
gadai syariah mencakup tiga hal yaitu, prosesnya cepat yakni nasabah
memperoleh pinjaman yang dibutuhkan dengan cepat baik dari proses
administrasi maupun penaksiran barang gadai. Kemudian caranya yang
mudah yaitu hanya dengan membawa barang gadaian (marhin) serta bukti
kepemilikan barang. Yang terakhir jaminan keamanan atas barang
diserahkan dengan standar keamanan yang teruji dan diasuransikan.*

PT. Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara yang terus hidup
dan berkembang yang memiliki jaringan tersebar luas di Indonesia. Salah
satunya adalah PT. Pegadaian (Persero) UPS Sibuhuan yang ada di

Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Perusahaan ini

*Rokhmat Subagiyo, Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah, jurnal An-Nisbah, vol.
01, No. 01 Oktober 2014.

* Abdul Ghafur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan
institusionalisasi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), him. 116.



berlokasi di JIn. Ki Hajar Dewantara Link. VI Sibuhuan, Kecamatan
Barumun. Tugas utama dari perusahaan ini adalah memberi pinjaman pada
nasabah atas dasar hukum gadai.’

Salah satu produk dalam Pegadaian Syariah adalah Produk Ar-Rahn
Usaha Mikro Kecil yang disebut dengan Ar-Rum Emas yang ditujukan
kepada para usaha mikro melalui pinjaman atau pembiayaan bagi
keperluan usaha dengan sistem pengembalian angsuran. Dengan adanya
produk Ar-Rum Emas diharapkan mampu meningkatkan pendapatan
UMKM nasabahnya. Pendapatan adalah hal yang sangat penting untuk
keberlangsungan suatu usaha. Semakin banyak pembiayaan Yyang
disalurkan maka pendapatan juga semakin tinggi. Begitu juga dengan
pembiayaan Ar-Rum Emas yang tentunya berperan penting dalam
meningkatkan pendapatan pegadaian syariah.

Emas merupakan salah satu jaminan dalam transaksi gadai syariah.
Jika ada nasabah yang ingkar janji dikarenakan kelalaian dalam memenubhi
kewajiban yang telah disepakati maka akan dikenakan sanksi denda.
Denda merupakan suatu bentuk hukuman yang melibatkan uang yang
harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Yang menjadi acuan pengenaan
denda kepada nasabah Lembaga Keuangan Syariah ialah Fatwa DSN MUI

No0.17/DSN-MUI/IX/2000. Denda hanya diterapkan kepada nasabah yang

S www. Infoamalat.com/pegadaianupssibuhuan/ pada hari Selasa, 29 Juni 2021, pukul

08.45 WIB.



menunda-nunda pembayaran dan besar denda itu sendiri sesuai dengan

akad perjanjian.®

Tabel 1.1

Data nasabah yang dikenai denda Ar-Rum Emas di PT. Pegadaian
(Persero) UPS. Sibuhuan

Tahun Jumlah Jumlah Nasabah
Nasabah dikenai Denda
(orang) (orang)
2016 5 3
2017 7 6
2018 7 5
2019 9 7
2020 11 8
Jumlah 39 29

Salah satu masalah yang dihadapi oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS.

Sibuhuan adalah keterlambatan nasabah dalam pembayaran pembiayaan

produk Ar-Rum Emas. Oleh sebab itu pihak pegadaian syariah menerapkan

sistem denda kepada nasabah yang terlambat dalam pembayaran. Alasan

nasabah pun berbagai macam, faktor ekonomi, ada yang sibuk, belum

gajian, sakit, lupa, lokasi yang terlalu jauh, dan keluar kota.’Oleh karena

itu peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul

“Analisis Penerapan Denda Produk Ar-Rum Emas Menurut Fatwa DSN-

MUI di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan”.

®Trisnawati, “Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB.
Hasanah”. Jurnal Mahasiswa Bina Insani, Vol. 1, No. 1, Agustus 2016, him. 6

"Wawancara dengan bapak Ahmad Kali Ansori selaku Pengelola UPS Sibuhuan, pada
hari Senin, 21 Juni 2021, jam 12.00-12.30 WIB.



B. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang persoalan di atas, maka peneliti
merumuskan masalah yaitu tentang Penerapan Denda Produk Ar-Rum

Emas di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan.

C. Batasan Istilah
Adapun yang menjadi batasan istilah pada penelitian ini adalah:

1. Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya
dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk
memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

2. Penerapan adalah kemampuan menggunakan materi yang telah
dipelajari kedalam situasi konkret atau nyata.

3. Denda adalah salah satu jenis pidana pokok yang ditujukan terhadap
harta kekayaan atau harta benda dari seseorang karena melanggar
ketentuan Undang-Undang hukum yang berlaku.

4. Produk adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses
produksi berupa barang atau jasa yang nantinya bisa diperjualbelikan di
pasar.

5. Ar-Rum Emas merupakan produk pegadaian untuk memberikan
pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan (Emas dan Berlian).

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional, fatwa merupakan hukum syariat atas
suatu permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil
yang berasal dari Al-qur’an, Sunnah Nabawiyyah, dan Ijtihad. Dewan

Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama



Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan
fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan
berdasarkan prinsip syariah.
D. Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimana penerapan denda Ar-Rum Emas di PT. Pegadaian (Persero)
UPS. Sibuhuan?
2. Apakah penerapan dendaAr-Rum Emasdi PT. Pegadaian (Persero) UPS.
Sibuhuan sudah sesuai dengan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000?
E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisis penerapan denda Ar-Rum Emas di PT. Pegadaian
(Persero) UPS. Sibuhuan.
2. Untuk menganalisis kesesuaian denda Ar-Rum Emas di PT. Pegadaian
(Persero) UPS. Sibuhuan dengan fatwa No. 17/DSN-MUI/1X/2000.
F. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan secara Teoritis, bagi akademisi hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu
perbankan syariah, kemudian supaya bisa mencari solusi serta
memecahkan masalah yang ada.
2. Kegunaan secara Praktis, bagi masyarakat atau lembaga terkait hasil
penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam

mengimplementasikan prinsip syariah pada lembaga perekonomian



umat khususnya pada PT. Pegadaian (Persero) yang disalurkan oleh

kantor pelayanan syariah.

G. Sistematika Pembahasan

BAB |

BAB 11

BAB Il

BAB IV

Pendahuluan, berisi tentang uraian Latar Belakang Masalah,
Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan
Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

Membahas tentang Kajian Pustaka yang mencakup tentang
pengertian ~ Pembiayaan  Ar-Rum  Emas, Persyaratan
Pembiayaan Ar-Rum Emas, Keunggulan Gadai Emas, Proses
Pengajuan Pemberian Pinjaman, Gadai, Penyelesaian Gadai,
Dasar Hukum, Syarat dan Rukun Gadai, Pemanfaatan Barang
Gadai, Tujuan dan Manfaat Pegadaian, denda, fatwa No.
17/DSN-MUI/IX/200, Fatwa No 25/DSN-MUI/I11/2002.
Membahas tentang Metodologi Penelitian yang mencakup
Waktu dan Lokasi  Penelitian, Jenis Penelitian, Subjek
Penelitian, Sumber data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data,
Teknik Pengolahan dan Analisis Data, Teknik Keabsahan
Data.

Berisikan Pembahasan dan Hasil Penelitian yang mencakup
tentang Analisis Penerapan Denda Produk Ar-Rum Emas di
PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan dan Analisis
kesesuaian denda Ar-Rum Emas dengan Fatwa No. 17/DSN-

MUI/1X/2000



BAB V  Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-

saran yang diutarakan pada akhir penulisan



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori

1. Ar-Rum Emas

a. Pengertian Pembiayaan Ar-Rum Emas

Pembiayaan Ar-Rum Emas adalah layanan pinjaman tunai
yang menjadikan perhiasan emas atau berlian sebagai jaminan.
Ar-Rum Emas bisa menjadi solusi yang aman dan mudah untuk
saat ini apabila masyarakat membutuhkan dana pinjaman
cepat.®Ar-Rum adalah produk PT. Pegadaian yang merupakan
kredit angsuran bagi usaha mikro kecil yang diselenggarakan
dengan prinsip-prinsip syariah.

Pegadaian syariah sebagai salah satu lembaga yang
berlandaskan prinsip syariah sudah seharusnya menerapkan
sistem gadai sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang
berlandaskan Al-Qur’an dan hadist terutama dengan sistem gadai
produk Ar-Rum ini. Pembiayaan Ar-Rum diatur oleh MUI dengan
fatwa No.25/DSN-MUI/111/2002.°

b. Persyaratan Pembiayaan Ar-Rum Emas

1) Menyerahkan fotokopi KTP/SIM/Paspor.

®https://aceh.tribunnews.com/2020/11/09/punya-emas-dengan-arrum-emas
°Elia Trianti, Analisisis Sistem Pembiayaan Arrum (Ar-Rahn Usaha Mikro dan Kecil),
Jurnal Penelian Dan Pengembangan Akuntansi, Vol. 7 No. 2 Juli 2013, him. 171.
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2) Menyerahkan jaminan berupa emas atau berlian.
3) Menandatangani akad.™
c. Keunggulan Gadai Emas
1) Pinjaman mulai dari Rp1l juta-Rp500 juta.
2) Plafon 95 % dari taksiran.
3) Jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan.
4) Biaya admin Rp70.000 dan munah 0,95% dari nilai taksiran.™
d. Prosedur Pengajuan Pemberian Pinjaman
1) Nasabah mengisi formulir dan menyerahkan agunan.
2) Penaksir menaksir barang jaminan (marhin) dan menghitung
pinjaman.
3) Nasabah menandatangani akad.
4) Nasabah menerima uang pinjaman uang tunai atau transfer.
5) Pegadaian menyimpan dan memelihara marhun.*?
e. Gadai
Pengertian gadai dalam Islam disebut rahn, yaitu perjanjian
menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata rahn
menurut bahasa berarti “tetap”, “berlangsung” dan “menahan”.

Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan seseuatu benda

bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang.

10" https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/arrum-emas, diakses pada tanggal 25
Agustus 2021 pukul 18.00 WIB.

11 https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/arrum-emas, diakses pada hari senin,
01/06/2021 pukul 17.58 WIB.

?https://hblpegadaian.id/detaiproduk/arrumemas, diakses pada hari selasa, 15/09/2021
pukul 06.09 WIB.



https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/arrum-emas
https://pegadaiansyariah/
https://hblpegadaian.id/detaiproduk/arrumemas
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Definisi ar-rahn menurut istilah adalah menahan sesuatu
disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi
dari sesuatu tersebut.*®

Adapun pengertian gadai menurut para pakar fikih adalah
sebagai berikut:

1) Ahmad Wardi Mushlich mendefinisikan gadai adalah
menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang dengan
ketentuan apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka
utang tersebut bisa dibayar dari hasil hasil penjualan barang yang
dijadikan jaminan tersebut.**

2) Ascarya mendefinisikan gadai sebagai pelimpahan kekuasaan
oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh
diwakilkan. Penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu
dari pemberi amanah.*®

3) Harun mendefinisikan ar-rahn adalah menjadikan suatu barang
sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan
sebagai pembayaran hak piutang itu, baik keseluruhannya

ataupun sebagiannya.®®

Berdasarkan definisi yang dipaparkan diatas dapat
disimpulkan bahwa gadai adalah perjanjian penyerahan barang

sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang

3Jefry, dkk, Pegadaian Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: K-Media, 2019), him. 13.
¥“Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), him. 287.

Y Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 108.
®Harun, Figh Muamalah (Surakarta: University Press, 2017), him. 132
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bersangkutan boleh mengambil utang. Dengan demikian fungsi
dari barang jaminan adalah untuk memberikan keyakinan dan

keamanan atas utang yang dipinjamkannya.

f. Penyelesaian Gadai

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan,
dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan akad
gadai diucapkan, ‘“Apabila rahin tidak mampu melunasi
utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka marhan
menjadi milik murtahin sebagai pembayaran utang”, sebab ada
kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan
untuk membayar utang harga marhan akan lebih kecil daripada
utang rahin yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya
pihak murtahin.'’

Apabila pada saat pembayaran yang telah ditentukan rahin
belum membayar utangnya, hak murtahin adalah menjual
marhzn, pembelinya boleh murtahin sendiri atau yang lain, tetapi
dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan
marhan tersebut. Hak murtahin hanyalah sebesar piutannya,
dengan akibat apabila harga penjualan marh:n lebih besar dari

jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada rahin. Apabila

YHendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), him. 110.
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sebaliknya, harga penjualan marhsin kurang dari jumlah utang,
rahin masih menanggung pembayaran kekurangannya.*®
g. Dasar Hukum
1) Al-qur’an
Dasar dalam membangun konsep gadai adalah QS. Al-

Bagarah ayat 283 sebagai berikut:

P
-8 2% 4 7

ws&jmg,bmus’u_vwwdu

AR B PR RS PEeA Pei il

31545555 wuj%cd—.jziw \;,wi&
Loslsn e

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,
Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh
yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan  persaksian. dan  barangsiapa  yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang
kamu kerjakan.”

5

Bolehnya memberi barang tanggungan sebagai barang
jaminan pinjaman atau dengan kata lain menggadai, walau
dalam kota di mana para saksi dan penulis berada. Tetapi, itu
bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam

perjalanan. Nabi SAW pernah menggadaikan perisai beliau

B1pid., him. 110.



14

kepada seorang Yahudi, padahal ketika itu beliau sedang
berada di Madinah. Dengan demikian, penyebutan kata dalam
perjalanan hanya karena seringnya tidak ditemuan penulis
dalam perjalanan. Dari sini pula dapat ditarik kesan bahwa
sejak masa turunnya ayat ini, Al-Qur’an telah menggaris
bawahi bahwa ketidakmampuan menulis hanya dapat
ditoleransi untuk sementara bagi yang tidak bertempat tinggal

atau nomad.*®

Bahkan, menyimpan barang jaminan atau menggadainya
pun tidak harus dilakukan, karena itu jika sebagian kamu
mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang

dipercaya itu menunaikan utang atau apa pun yang dia terima.

Dari uraian ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah
mengingatkan semua pihak bahwa Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan walau sekecil apapun, pekerjaan yang
nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota

badan ataupun yang dilakukan oleh hati.

®Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), him. 740.
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2) Hadis

Hadis riwayat Aisyah ra, ia berkata:
ale A Al Jsl7) o ois clld ile S
203 Gale D db )y e (52563 (e plley

“Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang
Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu
beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai
jaminan”. (H.R Bukhari dan Muslim).?°

Ulama sepakat bahwa ar-rahn dibolehkan tetapi tidak
diwajibkan, sebab gadai hanya bersifat jaminan saja jika kedua
belah pihak tidak saling mempercayai. Firman Allah
Farihaanun Magbuudah pada ayat di atas merupakan anjuran
baik kepada orang yang beriman sebab pada lanjutan ayat
tersebut dinyatakan ‘“akan tetapi jika sebagian kamu
memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu

menunaikan amanatnya (utangnya).?

h. Syarat dan Rukun Gadai
1) Syarat-Syarat Gadai
Adapun yang menjadi syarat-syarat gadai adalah sebagai
berikut:
(a) Barang yang digadaikan harus dapat diperjualbelikan

(b) Barang yang digadaikan harus berupa harta dan bernilai.
(c) Barang yang digunakan harus halal.

(d) Barang harus jelas.

2 Tagiyuddin Abdul, Bukhari-Muslim Umdatulahkam Hadis-Hadis Shahih Seputar
Hukum, (Gramedia: Jakarta, 2011), him. 226.
“'Ghufron, dkk, Figh Muamalat, (Jakarta: Prenamedia group, 2010), him. 266.
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(e) Barang harus milik pihak yang menggadaikan secara
sempurna.
(f) Barang yang digadaikan harus menyatu
(g) Barang yang digadaikan harus utuh.?
2) Rukun Gadai
(a) Agid (orang yang berakad)
Akid adalah orang yang melakukan akad yaitu orang
yang menggadaikan barangnya (rahin) dan orang yang

berpiutang dan menerima barang gadai (murtahin).
(b)Ma qid “alaih (barang yang diakadkan)

Ma’qid ‘alaik meliputi dua hal yaitu barang yang
digadaikan (marhzn) dan utang karena diadakan akad rahn
(marhzn bih).

Sedangkan  menurut ulama mazhab  hanafi
berpendapat bahwa Shigat tidak termasuk sebagai rukun
rahn melainkan ijab (pernyataan menyerahkan barang
sebagai agunan bagi pemilik barang) dan gabul (pernyataan
kesediaan dan memberi utang dan menerima baranag

agunan tersebut).?

2Maman Surahman, Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Keuangan
Syariah. Jurnal law and justice Vol. 2 No. 2 Oktober 2017, him. 141.
**7Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him. 22.
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i. Pemanfaatan barang gadai

Mengenai hal yang berhubungan kegunaan benda yang
digadaikan berdasarkan peraturan ajaran Islam sudah menjadi
kepunyaan orang yang menggadaikan barang. Karena dalam
melaksanakan perjanjian yang berupa barang jaminan bukan
untuk mengambil keuntungan tetapi hanyalah sebagai alat yang
dijadikan sebagai alat penjamin utang. Sedangkan tindakan
pemegang barang gadai dalam menggunakan barang yang
digadaikan merupakan suatu perbuatan yang tidak bertentangan
dengan syariah.**

Seharusnya barang gadaian tidak boleh  untuk
dimanfaatkan, bagi yang memiliki benda atau pun pihak
penjamin. Karena pada dasarnya barang tersebut hanyalah
dijadikan sebagai alat yang dijadikan sebagai alat penjamin dan
juga menjadi sebuah kepercayaan bagi yang dititipkan. Ketika
dalam suatu ikatan pinjaman si pemberi gadai tidak berhak untuk
menggunakan barang miliknya yang telah dijaminkan.
Berdasarkan pemanfaatan dari pemilik barang dan yang
menjaminkan, maka ada perbedaan pendapat dari para ulama.”

Adapun pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang

gadai oleh al-murtahin adalah sebagai berikut:

**Hidayani, Peran Pegadaian Syariah Sebagai Solusi di Tengah Pandemi Covid-19 Pada
Masyarakat Indonesia, Jurnal Perbankan Syariah, VVol. 2 No. 01 Juli 2020, him. 21.

*Hidayani, Peran Pegadaian Syariah Sebagai Solusi di Tengah Pandemi Covid-19 Pada
Masyarakat Indonesia, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 2 No. 01 Juli 2020, him. 22,
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Ulama Hanafiyah berpendapat, al-murtahin tidak boleh
memanfaatkan barang gadai, sebab ia hanya berhak
menguasainya dan tidak boleh memanfaatkanya.

Ulama Malikiyah membolehkan al-murtahin
memanfaatkan barang gadai, jika diizinkan oleh ar-rahin
atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut
merupakan barang yang dapat diperjual belikan serta
ditentukan waktunya dengan jelas.

Ulama Hanabilah berpendapat jika barang gadai berupa
hewan atau kenderaan, al-murtahin boleh memanfaatkan
seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar
mengganti biaya pemeliharaan meskipun tidak diizinkan

oleh ar-rahin.?

J.  Tujuan dan Manfaat Pegadaian

Pegadaian bertujuan sebagai berikut:

1)

2)

Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan
kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang
ekonomidan pembangunan nasional pada umumnya
melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar
hukum gadai.

Pencegahan pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar

lainnya.

% Ade Sofyan

2016), him. 14.

Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah,( Jakarta: Prenamedia Group,
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3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah.
4) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman

dengan syarat mudah.
Manfaat pegadaian adalah sebagai berikut:

1) Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif
lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat
dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan.

2) Bagi perusahaan pegadaian, penghasilan yang bersumber dari
sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana dan
penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan

oleh nasabah memperoleh jasa tertentu.?’

2. Denda (ta’zir)

Secara bahasa, denda (fa’zir) adalah ta’dib yang artinya
memberi pelajaran. Ta’zir juga diartikan dengan Ar-Raddu Wal
Man’u yang berarti mencegah dan menolak. Secara umum, denda
adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus
dibayarkan dalam jumlah tertentu. Sanksi pada prinsip fa’zir ini
ditujukan untuk nasabah Lembaga Keuangan Syariah yang dengan
sengaja menunda-nunda pembayaran padahal mereka mampu.

Adapun syarat dan tujuan fa zir adalah sebagai berikut:

"Surepno, “Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan
Syariah”.Journal of Sharia Economic Law, Vol. 1, No 2, 2 September 2018, him. 178.
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1) Pencegahan, ditujukan bagi orang lain yang belum
melakukan jarimah.

2) Membuat pelaku jera, dimaksudkan agar pelaku tidak
mengulangi perbuatan jarimah (perbutan-perbuatan yang
dilarang oleh syara’).

3) Perbaikan, Ta’zir harus mampu membawa perbaikan
perilaku terpidana dikemudian hari.

4) Pendidikan, diharapkan dapat mengubah pola hidupnya
kearah yang lebih baik.?®

DSN MUI sebagai lembaga yang berperan mengontrol kesyariahan
Perbankan Syariah, memberikan rambu-rambu terhadap denda berupa
berupa fa’zir. Menurut Fatwa DSN-MUI, denda yang dimaksud adalah
nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran atau tidak
mempunyai kemauan dan i’tikad baik untuk membayar utangnya boleh
dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta zir, yaitu bertujuan
agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.?®

3. Dewan Syariah Nasional MUI
a) Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional (DSN) menurut ketentuan pasal 1
Ayat 9 adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama

Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk

% Irfan Harmoko, “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran
Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-
MUI/IX/2000)”. Jurnalgawanin vol.3 No.1. Juni 2019, him. 42.

»Hamli Syaifullah, Ta’widh dan Ta’zir Perspektif Mufassir Klasik dan Implementasinya
di Bank Syariah, Journal Of Islamic Banking and Finance, Vol. 5 No.1. 2021. him.31.
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menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha
bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah.*

Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bank
syariah merupakan salah satu permasalahan dalam penerapan
fatwa Dewan Syariah Nasional. Untuk memastikan semua produk
Lembaga Keuangan syariah sesuai syariah tentunya harus
memiliki Dewan Pengawas Syariah. Fungsi dari Dewan
Pengawas Syariah ialah untuk mengawasi kegiatan usaha bank
agar sesuai dengan ketentuan syariah.

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 yang
merupakan hasil rekomendasi Loka Karya Reksadana Syariah.
Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis
Ulama Indonesia (MUI). Fungsi utama dari Dewan Syariah
Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan
syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Fungsi lain dari Dewan
Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi
produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan
Syariah.*!

Berkenaan dengan keharusan bagi setiap bank syariah

Dewan Pengawas Syariah diatur dalam pasal 32 Undang-Undang

%0Basir, Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet.1. him.
56.

$"Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), hIm.32.
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No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang lengkapnya

berbunyi sebagai berikut:

1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan
Bank konvensional yang memiliki UUS.

2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1)
diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi
Majelis Ulama Indonesia.

3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1)
bertugas memberikan nasihat dan saran Kepada direksi serta
mengawas kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan
Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan peraturan Bank Indonesia.*

Pada pasal 1 Angka 11 praturan Bank Indonesia Nomor
11/3/PBI/2009, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS

meliputi:

1) menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas
pedoman operasional dan yang dikeluarkan bank.

2) mengawasi proses pengembangan pokok baru bank.

3) meminta fatwa kepada Dewan Pengawas Syariah Nasional

untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.

%2 Sutan Remi, PerbankanSyariahProduk-ProdukdanAspek-AspekHukumnya, (Jakarta:
Prenamedia Group, 2014), him. 142.
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4) melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip
syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan
penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.

5) meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari
satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.™

b) Fatwa No: 17/DSN-MUI/1X/2000
Adapun sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda
pembayaran setelah Dewan Syariah Nasional menimbang:

1) Bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan pada prinsip
jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS
dilakukan secara angsuran.

2) Bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban
pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain,
pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan
diantara kedua belah pihak.

3) Bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa
kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat
dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda

pembayaran tersebut menurut syariah Islam.

**Trisadini, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), him. 37.
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4) Bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang
sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran

menurut syariah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Menetapkan tentang sanksi atas nasabah mampu yang

menunda-nunda pembayaran, pertama: Ketentuan umum

1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang
dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar,
tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayardisebabkan
force majeur tidak boleh dikenakan sanksi.

3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau
tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar
utangnya boleh dikenakan sanksi.

4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar
nasabahlebih disiplin dalam melaksankan kewajibannya.

5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya
ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad
ditandatangani.

6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana

sosial.

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan

kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah
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pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi

Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.*

c) Fatwa No: 25/DSN-MUI/I11/2002

1) Murtahin (Penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan
marhin  (barang) sampai semua utang rahin  (yang
menyerahkan barang) dilunasi.

2) Marhian dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada
prinsipnya, Marhan tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin
kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun
dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan
dan perawatannya.

3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhin pada dasarnya
menjadi kewajiban rahin namun dapat dilakukan juga oleh
murtahin sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan
tetap menjadi kewajiban rahin.

4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhzn tidak
boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5) Penjualan Marhin
a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin

untuk segera melunasi utangnya.
b. Apabila rahin tidak dapat melunasi utangnya, maka marhzn

dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

% Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000, Tentang Sanksi Atas
Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, 16 September 2000.
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c. Hasil penjualan marhin digunakan untuk melunasi utang.
Biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar
serta biaya penjualan.

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan

kekurangannya menjadi kewajiban rahin.*®

% Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/111/2002 Tentang RAHN, 26 Juni
2002.
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B. Penelitian Terdahulu
Dalam kaitannya judul di atas terdapat judul yang serupa dengan
penulis yaitu tentang denda Ar-Rum Emas di PT. Pegadaian Syariah,

diantaranya:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No Penulis Judul Data Hasil Peneitian
Analisis
1 | Dwi Pengaruh Kuantitati | Kebutuhan
Anggraeni | Pendapatan f ekonomi
Terhadap adalah masalah
(Jurnal Pembiayaan paling
Bisnis dan | Gadai  (Rahn) mendasar bagi
Akuntansi | Pada Pegadaian kelas
Unsurya Syariah  Way menengah,
Vol. 5, No. | Halim 2016- salah satu
2, Juni | 2018 solusinya
2020) adalah
meminta
pinjaman dari
lembaga
keuangan
syariah.
2 | Lisya Analisis Fatwa | Kualitatif | Berdasarkan
Ananda DSN MUI No. Fatwa  DSN
17/DSN- MUI No.
(Jurnal MUI/1X/2000 17/DSN-
Hukum tentang MUI/1X/2000
Ekonomi Penerapan menjelaskan
Syariah Denda bahwa
Vol. 6, No | Keterlambatan lembaga
2,  tahun | Pada keuangan
2020) Pembiayaan syariah  dapat
Gadai Emas di mengenakan
Pegadaian denda kepada
Syariah. nasabah yang
terlambat
melakukan
pembayaran




angsuran
dengan tujuan
memberikan
efek jera.
Sholihin Implementasi Hukum Hadirnya
Shobroni Penerapan normatif | pegadaian di
Perlindungan Indonesia
(Jurnal Konsumen sebagai
Syintax Dalam  Gadai lembaga
Admiration | Syariah dan keuangan
Vol. 1 No. | Gadai formal  yang
6 Oktober | Konvensional bergerak
2020) menyalurkan
pembiayaan
dalam bentuk
pinjaman uang
kepada orang
yang
membutuhan
sesuai hukum
yang ada.
Irfan Analisis Kualitatif | Penerapan
Harmoko Penerapan denda
Denda keterlambatan
(Jurnal Keterlambatan pembayaran
Qawanin Pembayaran angsuran di
Vol. 3 No. | Angsuran Bank Syariah
1 Januari | Dalam Akad pada Fatwa
2019) Pembiayaan No. 17/DSN-
Murabahah di MUI/1X/2000
Bank Syariah ( dianggap
Berdasarkan sudah tepat.
Fatwa No.
17/DSN-
MUI/1X/2000)
Pamonaran | Implementasi Kualitatif | Gadai Syariah
Manahar Gadai  Syariah merupakan
(Rahn)  Untuk solusi  untuk
(Jurnal Menunjang masyarakat
Hukum Perekonomian dalam
Bisnis dan | Masyarakat di membantu
Invetasi Indonesia peningkatan
vol. 10 No. perekonomian
2, April

2019)
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Aziz Analisis Kualitatif | Pada dasarnya
Zakiruddin | Mekanisme pegadaian
Arrum syariah  akan
(Jurnal Az- | Pembiayaan memberikan
Zarga, vol. | Haji dalam taksiran emas
11, No, 1 | Pegadaian sesuai pada
Juni 2019) | Syariah harga emas
pada saat itu.
Novriansya | Peran Kualitatif | Output  yang
h Pembiayaan dihasilkan
(Jurnal Produk  Arrum dalam standar
Ekonomi BPKB PT pembiayaan
Syariah Pegadaian berkaitan
Teori dan | Syariah Dalam dengan omzet
Terapan Mengembangka usaha nasabah,
vol. 6 No. 8 | n Usaha Mikro guna
Agustus Kecil dan mendukung
2019) Menengah  di kelancaran dan
Kota Surabaya kelanjutan
usaha setelah
menerima
pembiayaan
poduk  Arrum
BPKB.
Agustri Analisis Yuridis | Kualitatif | Pegadaian
Purwandi Terhadap Syariah dalam
Pelaksanaan produk
(Jurnal Produk pembiayaan
Yustitia Pembiayaan Arrum Haji
Vol. 20 No. | Arrum Haji membantu
2 Pegadaian masyarakat
Desember | Syariah mempermudah
2019) mendaftarkan
haji dengan
menyiapkan
Syarat dan
ketentuan yang
diperlukan
dalam
pengajuan
pembiayaan
Arrum Haji.
[lham Abdi | Analisis Hukum | Kualitatif | Setelah
Terhadap dianalisi secara
(Jurnal Az- | Produk  Arrum mendalam
Zargqa Vol. | Haji di dapat diketahui
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10, No. 1 | Pegadaian bahwa produk
Juni 2018) | Syariah Arrum Haji
telah  sesuai
denga Fatwa
DSN-MUI.
10 | Surepno Studi Kualitatif | Gadai
Implementasi merupakan
(Journal of | Akad Rahn ( salah satu
sharia Gadai  Syariah) kategori  dari
Economic | pada Lembaga perjanjian
Law Vol. 1 | Keuangan utang piutang,
NO. 2 | Syariah. yang mana
September untuk  suatu
2018) kepercayaan
dari orang
yang
berpiutang
maka  orang
yang berutang
menggadaikan
barangnya
sebagai
jaminan
terhadap
utangnya itu.
11 | Maman Penerapan Kualitatif | Prinsip syariah
Surahman | Prinsip Syariah diterapkan
Akad Rahn di dalam  sistem
(Jurnal Lembaga pegadaian
Law and | Pegadaian syariah ada
Justice Vol. | Syariah tiga prinsip
2 No. 2 yaitu  prinsip
Oktober tauhid, tolong-
2017) menolong dan
prinsip bisnis.
12 | Fadli Penerapan Kualitatif | Denda di Bank
Denda Muamalat
(Jurnal Murabahah Padangsidimpu
lImiah Menurut Fatwa an merupakan
Syariah Dewan Syariah suatu uang
Vol. 16 No. | Nasional MUI lebih yang
2 Juli | (Studi kasus PT. harus dibayar
2017) Bank Muamalat oleh  nasabah
Padangsidimpua dalam
n) pembayaran

angsurannya
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dikarenakan
keterlambatan
nasabah pada

saat  tanggal
jatuh  tempo
yang telah
ditentukan.
13 | Nana Diana | Pengaruh kuantitatif | Pengaruh
Pembiayaan pembiayaan
(Jurnal | | Gadai Emas dan gadai emas
Vol. 1 No. | Pembiayaan terhadap
02,2016) | ArrumTerhadap perolehan laba
Perolehan Laba pegadaian
Pegadaian syariah cukup
Syariah. kuat maka
terdapat
hubungan
antar variabel
jumlah
pembiayaan
gadai emas dan
perolehan laba.
14 | Rokhmat Tinjauan Kualitatif | Landasan
Subagiyo Syariah Tentang dalam
Pegadaian operasionalisas
(Jurnal An- | Syariah (Rahn) i gadai syariah
Nisbah, adalah  fatwa
Vol. 1 No. Dewan Syariah
1 Oktober Nasional No.
2014) 25/DSN-
MUI/I11/2002
15 | Elia Trianti | Analisis sistem | Kualitatif | Berdasarkan
pembiayaan fatwa yang
(Jurnal Arrum (Ar-rahn dikeluarkan
Penelitian | usaha mikro dan DSN-MUI,
dan kecil) pada praktek
Pengemban | PT.Pegadaian pegadaian
gan cabang simpang syariah  untuk
Akuntansi | patal Kota skim
Vol. 7 No. | Palembang. pembiayaan
2 Juli Arrum  telah
2013) diaplikasikan
sesuai dengan
syariat  yang

ditetapkan baik
menyangkut
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hukum,  dan
ketentuan
umum.
Penelitian saya berjudul Analisis Penerapan Denda Produk Ar-

Rum Emas Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI di PT.
Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan, sedangkan rumusan masalahnya
terkait denda produk ar-Rum emas pada pegadaian UPS. Sibuhuan.
Penelitian ini adalah kualitas dengan instrumen pengumpulan data
melalui wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah denda
Ar-Rrum emas yang diterapkan oleh pihak pegadaian UPS. Sibuhuan,
sehingga berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada
murabahah, rahn (gadai), Ar-Rum BPKB, dan Ar-Rum Haji, sedangkan
persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada

medode penelitian dan juga pembahasan mengenai gadai syariah



BAB Il
METODE PENELITIAN
1. Waktu dan Lokasi penelitian
Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021. Penelitian ini
dilaksanakan di PT. Pegadaian (Persero) UPS.Sibuhuan, Jalan Ki Hajar
Dewantara, Lingkungan VI, Sibuhuan, Padang Lawas, Sumatera Utara.
2. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research)
dengan metode deskriptif. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu
penelitian yang menggambarkan data informasi berdasarkan dengan
kenyataan (fakta) yang diperoleh di lapangan. Sukmadinata
mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan
untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas
sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual
maupun kelompok.*®
3. Subjek Penelitian
Dalam menentukan subjek penelitian, terdapat dua subjek dalam
penelitian ini. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu
nasabah dan manajer operasional PT. Pegadaian (Persero) UPS.

Sibuhuan.

% Nana Syaodih Sukmadinata, Metode penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja
Rosdakarya: 2009), him. 53.
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4. Sumber Data Penelitian
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik
individu maupun perorangan. Data primer juga data yang diberikan
langsung oleh informan kepada pengumpul data. Data primer dalam
penelitian ini adalah data pokok penelitian yang akan diperoleh
secara langsung dari nasabah dan Manajer Operasional PT.
Pegadaian UPS. Sibuhuan melalui wawancara dan dokumentasi yang
dilakukan peneliti yang berkaitan dengan analisis denda pada produk
Ar-Rum Emas.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak
langsung dari instansi-instansi subjek yang berkaitan dengan
penelitian sebagai informasi, untuk penelitian ini data sekunder
diperoleh dari fatwa Dewan Syariah Nasional MUl No. 17/DSN-
MUI/1X/2000
e. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini
adalah:

a. Wawancara
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Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan
untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat
dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses
interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang
diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan
bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara
pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara
bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah
dirancang sebelumnya.®’ Adapun subjek yang diwawancarai peneliti
adalah manajer operasional PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses untuk memperoleh keterangan
untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk
berupa foto. Dokumentasi merupakan metode pencarian dan
pengumpulan data berupa catatan, buku-buku, foto, dan sebagainya.

f. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
a. Teknik pengolahan data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk kualitatif deskriptif yaitu
penelitian yang dikumpulkan berbentuk kata-kata dan gambar.
Penelitian deskriptif ialah suatu bentuk penelitian yang ditujukan
untuk mendeskripsikan atau menggambatkan fenomena-fenomena

yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk

$"Muri Yusuf, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2017), him. 372.
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menggambarkan secara sistematik fakta dan karakteristik objek atau
subjek yang diteliti secara tetap.
. Analisis data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan
data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat
ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang
disarankan oleh data. Adapun langkah-langkah dalam analisis data
adalah sebagai berikut:
1) Data reduction (reduksi data)

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data
yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data diperoleh
direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan
pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan
memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori
tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam mencari
kembali data sebagai tambahan atas dasar sebelumnya yang
diperoleh jika diperlukan.

2) Penyajian data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok
permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga
memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu

dengan data lainnya.
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3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi
Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari
kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi
dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara.
Kesimpulan, yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang
jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan
memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu
diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi
adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat
dan pengecekan anggota.*®
g. Teknik keabsahan data
Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari
konsep validitas dan realibilitas data. Data yang terkumpul akan dicek
ulang oleh peneliti pada subjek data yang terkumpul dan jika kurang
sesuai peneliti mengadakan perbaikan untuk membangun kepercayaan
pada informasi yang telah diperoleh.**Untuk mendapatkan data yang
relevan, maka peneliti melakukan keabsahan data dengan cara:
a. Perpanjangan pengamatan
Perpanjangan pengamatan peneliti memungkinkan peningkatan
kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini peneliti

melakukan perpanjangan pengamatan, dengan kembali ke lapangan

%8\Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, (Yogyakarta: Pustakabaru
press, 2019), him. 34.

¥ exy.J.Moelong. “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2010), hIm.175.
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untuk memastikan apakah data yang telah penulis peroleh sudah
benar atau masih adakah yang salah.
. Ketekunan pengamatan

Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat
melakukan pengecekan kembali dan dapat memberikan deskripsi
data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Adapun
upaya meningkatkan ketekunan ialah dengan cara membaca berbagai
referensi buku maupun hasil penelitian.
. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai
teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari
berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada. Bila peneliti
melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya
peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas
data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik
pengumpulan data dan berbagai sumber data. Tujuan dari triangulasi
bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi
lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang

ditemukan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

d. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan
menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu
dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh
pegadaian untuk mencegah pratik riba. Misi ini tidak berubah hingga
terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan
usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Banyak pihak
berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra Fatwa MUI
tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan
konsep syariah meskipun harus diakui bahwa terdapat beberapa
aspek yang menerpis anggapan itu. Setelah melalui kajian panjang,
akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai
Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang
menangani kegiatan usaha syariah.*’

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem
administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas
yang diselarasikan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian

syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit

organisasi di bawah binaan Divisi Usaha lain perum pegadaian.

“Herry Sutanto, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),

him. 390.
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Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit
Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan
Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di
Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta pada
tahun yang sama hingga September 2003.*

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan syariah dengan
sistem gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keislaman.
Layanan gadai syariah ini merupakan hasil kerjasama PT. Pegadaian
(Persero) dengan Lembaga Keuangan  Syariah  untuk
mengimplementasikan prinsip “rahn” yang bagi PT. Pegadaian
(Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang
bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai
kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk rahn.*

Pegadaian Syariah (Persero) Unit Sibuhuan didirikan pada
tanggal 1 April 2010 yang diresmikan oleh Badan Usaha Milik
Negara dan dipimpin oleh Bapak Heri Syurianto, S.E. Alasannya
dikarenakan daerah Sibuhuan berpotensi untuk perkembangan
pegadaian karena didaerah Sibuhuan perputaran uang sangat cepat

dan rata-rata masyarakatnya membutuhkan pencairan uang sangat

“Herry Sutanto, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),

him. 391.

*’Herry Sutanto, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),

him. 391.
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cepat. Karenanya pihak pegadaian mengambil inisiatif untuk
membuka unit pegadaian baru di Padang Lawas.*®

Pada awal pendirian Pegadaian Unit Sibuhuan ini tidak langsung
berkembang pesat melainkan mendapatkan kendala dikarenakan
pengetahuan masyarakat yang sangat sedikit mengenai pegadaian.
Kendalanya antara lain adalah ada masyarakat yang mengira Unit
Sibuhuan ini adalah tempat fotocopy, ada sebagian yang mengetahui
tentang pegadaian ini tetapi ia menggadaikan Akte Kelahiran, Buku
Nikah bahkan Sertifikat yang semuanya tidak bisa untuk
digadaikan.**

Menyadari ketidaktahuan masyarakat tentang pegadaian ini
pihak Pegadaian berinisiatif untuk melakukan sosialisasi terhadap
masyarakat. Daerah pertama kali disosialisasi pegadaian adalah Sosa
dan Siraisan. Sosialisasi ini dilakukan dengan pembagian brosur
serta penjelasan kepada masyarakat apa, bagaimana dan seperti apa
pegadaian syariah itu.*

Pada awal sosialisasi, masyarakat belum bisa menerima
penjelasan dari pihak pegadaian tersebut. Mereka berpikir bahwa
menjual merupakan solusi termudah dibandingkan dengan

menggadaikan. Tetapi, seiring berjalannya waktu pola pikir

“Wawancara dengan Informan Ahmad Kali Ansori/Pengelola UPS. Sibuhuan, 5 Oktober
2021 Pukul 15.00 WIB.

* Wawancara dengan Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan pada tanggal 5 Oktober
2021 Pukul 15.00 WIB.

*> Wawancara dengan Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan pada tanggal 5 Oktober
2021 Pukul 15.00 WIB.
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masyarakat mulai berubah, dari yang menganggap menjual lebih

mudah menjadikan pegadaian sebagai solusi yang paling efektif

untuk menyelesaikan masalahnya. Karena dengan menggadaikan,
barang yang digadaikan tersebut tetap menjadi milik penggadai
sekalipun barang yang digadaikan akan didapatkan diakhir
pelunasan.*®

e. Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan

Visi: “Pegadaian akan menjadi perusahaan yang modern, dinamis,
dan inovatif dengan usaha utama gadai syariah”.

Misi:  “lkut membantu program pemerintah dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah
ke bawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit
gadai dan melakukan usaha lain yang menuntungkan”.

Untuk melaksanakan misi tersebut pegadaian menerapkan
budaya perusahaaan “mengatasi masalah tanpa masalah” yang
diimplementasikan dalam etos kerja dan budaya kerja, yakni
inovatif, nilai moral tinggi, terampil, adi layanan dan nuansa citra
sebagai berikut:

a. Inovatif: karyawan dituntut memiliki gagasan kreatif dan
menyukai tantangan keras.

b. Nilai moral tinggi: takwa, loyal, berbudi luhur dan jujur.

** Wawancara dengan Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan pada tanggal 5 Oktober
2021 Pukul 15.00 WIB.
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c. Terampil: karyawan dituntut menguasai  bidang
pekerjaannya, tanggap, akurat, dan cepat.

d. Adi layanan: melayani nasabah dengan sopan, ramah dan
simpatik.

e. Nuansa citra: mempunyai orientasi bisnis mengutamakan
kepuasan pelanggan dan selalu berusaha mengembangkan
diri.

f. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan
Struktur Organisasi pada pegadaian syariah unit Sibuhuan
adalah struktur lini, struktur ini menetapkan aliran wewenang
langsung dari top manajemen kepada manajemen di bawahnya.
Secara prinsip model ini memberikan informasi tentang siapa yang
memberi perintah dan kepada siapa hasil pekerjaan dapat
disampaikan. Sebagaimana terlampir struktur organisasi.

Gambar 1.1
Sruktur Organisasi Perusahaan

Pengelola Unit
Sibuhuan

4

Penaksir Kasir Penyimpanan
Agunan

Satpam
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Adapun nama-nama karyawan dan jabatannya antara lain:

[EEN

2. Penaksir

3. Kasir

SN

5. Satpam

. Pengelola Unit Sibuhuan: Ahmad Kali Ansori

: Ahmad Kali Ansori

: Herisman Pasaribu

. Penyimpan Agunan : Ahmad Kali Ansori

: 1. Saddam Husein Hasibuan

2.Sofyan Nasution

Berikut uraian tugas para Sumber Daya Manusia di PT. Pegadaian

(Persero) UPS. Sibuhuan:

1) Pengelola

a)

b)

d)

Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk
mengetahui mutu serta bukti kepemilikannya dalam rangka
menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang
pinjaman.

Melaksanakan penaksiran terhadap marhin yang akan
dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai marhzn, dalam
menentukan harga dasar marhan yang akan dilelang.
Merencanakan dan menyiapkan marhun yang akan disiman
agar terjamin keamanannya.

Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi
kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan operasional UPS.
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e) Mengorganisasikan pelaksanaan  tugas  pekerjaan
pendukung administrasi dan pembayaran.

f) Membimbing pendukung administrasi pembayaran dalam
rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.

g) Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang
penyimpanan marhizn emas dan perhiasan agar tercipta
keamanan dan kebersihan gudang serta marhzn yang ada di
dalamnya.

h) Menerima marhizn emas dan perhiasan dari penaksir,
manajer rahn atau pemimpin cabang syariah.

i) Mengeluarkan marhin emas, perhiasan, dan dokumen yang
terkait dengan bisnis rahn atau bisnis mulia untuk
keperluan pelunasan, pemeriksaan dan keperluan lainnya.

J) Merawat barang jaminan (marhin) emas dan perhiasan dan
guang penyimpanan agar marhin tersebut tetap dalam
keadaan baik dan aman.

k) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran
marhin yang menjadi tanggung jawabnya.

I) Melakukan penghitungan barang jaminan emas dan
perhiasan secara terprogram sehingga keakuratan saldo

buku gudang dapat dipertanggungjawabkan.*’

“https://www.pegadaian.co.id/PPID/tugas-dan-fungsi diakses pada tanggal 5 Oktober
2021, Pukul 14.00 WIB.
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2) Penaksir

a)

b)

d)

f)

3) Kasir

a)

b)

Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk
mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti
kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan
golongan taksiran dan uang pinjaman.

Melaksanakan penaksiran terhadap marhin yang akan
dilelang untuk mengetahui mutu dari nilai marhin dalam
menentukan harga dasar marhzn yang akan dilelang.
Merencanakan dan menyiapkan marhin yang akan
disimpan agar terjamin keamanannya.

Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi
kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan opeasional UPS.

Mengorganisasikan pelaksanaan  tugas  pekerjaan
pendukuung administrasi dan pembayaran.

Membimbing pendukung administrasi pembayaran dalam

rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.*®

Melaksanakan penerimaan pembayaran marhznbih dan
rahn atau nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menerima uang hasil penjualan marhzn yang dilelang.

* https://www.pegadaian.co.id/PPID/tugas-dan-fungsidiaksespadatanggal 5 Oktober

2021.
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¢) Membayarkan uang marhinbih kepada nasabah sesuali
dengan ketentuan yang berlaku.
d) Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di
kantor UPS.
e) Melakukan penerimaan uang yang terjadi di kantor UPS.
f) Melakukan pencatatan dan pengadministrasian lainnya
yang ditugaskan atasan.*°
4) Satpam
a) Melaksanakan ketertiban dan keamanan di lingkungan
sekitar kantor.
b) Mengatur dan mengawasi keluar masuknya nasabah di
kantor UPS.
¢) Membina hubungan dengan aparat keamanan atau aparat
keamanan lainnya.>
g. Syarat Pengajuan Ar-Rum Emas di PT. Pegadaian (Persero) UPS.
Sibuhuan
a) KTP asli/ photocopy
b) Barang jaminan emas/perhiasan
c) Mengisi formulir
d) Menyerahkan formulir dan barang jaminan

e) Menandatangani akad

“https://www.pegadaian.co.id/PPID/tugas-dan-fungsi diakses pada tanggal 5 Oktober
2021.

%0 https://www.pegadaian.co.id/PP1D/tugas-dan-fungsidiakses pada tanggal 5 Oktober
2021.
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f) Pencairan®

h. Produk-Produk Pegadaian Syariah

a) Kredit Cepat Aman (KCA)

Kredit Cepat Aman (KCA) adalah kredit dengan sistem gadai yang

diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan

konsumtif maupun kebutuhan produktif. Adapun keunggulan dari

Kredit Cepat Aman adalah sebagai berikut:

1. Layanan KCA tersedia lebih dari 4400 outlet pegadaian diseluruh
Indonesia.

2. Prosedur pengajuannya sangat muda. Calon nasabah hanya perlu
membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga
lainnya ke outlet pegadaian.

3. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.

4. Pinjaman mulai dari Rp50.000,- s.d. Rp500.000.000,-atau lebih.

5. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat
diperpanjang dengan cara membayar sewa modal sajaatau
mengangsur sebagian uang pinjaman.

6. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

7. Tanpa perlu buka rekening dengan perhitungan sewa modal
selama masa pinjaman.

8. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.

Persyaratan:

>'Wawancara dengan infoman Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan tanggal 5 Oktober
2021, Pukul 15. 00 WIB.
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1) Fhotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.

2) Menyerahkan barang jaminan.

3) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK Asli.
4) Nasabah menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK).>?

b) Krasida

Kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha
dengan sistem gadai. Krasida merupakan solusi terpercaya untuk

mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan murah.
Keunggulan:

1) Layanan KCA tersedia lebih dari 4400 outlet pegadaian
diseluruh Indonesia.

2) Prosedur pengajuan sangat mudah, calon nasabah atau calon
debitur hanya perlu membawa agunan emas atau mobil.

3) Pinjaman mulai dari Rp1000.0000 hingga Rp 250.0000.000.

4) Pinjaman bisa mencapai 95% dari nilai taksiran agunan.

5) Sewa modal relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.

6) Jangka waktu pinjaman fleksibel. Dengan pilihan jangka
waktu 6, 12, 24, 36 bulan.

7) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian

diskon untuk sewa modal.

S?https://digital.pegadaian.co.id/informasi-produk, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021,
pukul 08.46 WIB.
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Persyaratan:

1) Fhotocopy KTP dan katu keluarga.

2) Menyerahkan dokumen yang sah.

3) Menyerahkan barang jaminan berupa perhiasan emas atau
kendaraan bermotor dan dilengkapi dengan dokumen
kepemilikan (BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur
pembelian).>®

c) Kreasi
Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan
kepada Usaha Kecil dan Menenah (UKM) untuk pengembangan
usaha dengan sistem Fidusa. Sistem fidusa berarti agunan untuk
pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa
digunakan untuk usaha.
Keunggulan:

1) Prosedur pengajuan kerdit sangat cepat dan mudah. Agunan
cukup BPKB kendaraan bermotor.

2) Pinjaman mulaidari Rp1000.000 hingga Rp200.000.000.

3) Proses kredit hanya butuh 3 hari, dana cepat segera cair.

4) Sewa modal relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.

5) Jangka waktu pinjaman fleksibel. Dengan pilihan jangka

waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan.

>*https://digital.pegadaian.co.id/informasi-produk, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021,
pukul 08.46 WIB.
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6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian
diskon untuk sewa modal.
7) Kreasi dapat diperoleh diseluruh outlet pegadaian di
Indonesia.
Persyaratan:
1) Memiliki usaha yang memenuhi kriteri kelayakan serta telah
berjalan satu tahun.
2) Fotocopy KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah (Jika sudah
menikah).
3) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor
(BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembelian).>*
d) Amanah
Pembiayaan Amamah dari pegadaian syariah adalah
pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan
karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara
angsuran.
Keunggulan:
1) Layanan Amanah tersedia di outlet pegadaian syariah
diseluruh Indonesia.
2) Prosedur pengajuan cepat dan mudah.
3) Uang muka terjangkau.

4) Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.

>*https://digital.pegadaian.co.id/informasi-produk, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021,
pukul 08.46 WIB.
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5) Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai
dengan 60 bulan.

6) Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan
mententramkan.

Persyaratan:

1) Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah
bekerja selama 2 tahun.

2) Melampirkan fotocopy KTP (suamif/istri), fotocopy Kartu
Keluarga, fotocopy SK pengangkatan sebagai
pegawai/karyawan tetap, rekomendai atasan langsung, slip
gaji 2 bulan terakhir.

3) Mengisi dan menandatangani form aplikasi Amanah.

4) Menandatangani akad Amanah.*

e) Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada
masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan
jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan
seperti menunaikan haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak,
memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.
Keunggulan:

1) Proses mudah dengan layanan profesional.

2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga potofolio aset.

>*https://digital.pegadaian.co.id/informasi-produk, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021,
pukul 08.46 WIB.
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3) Sebagai aset.

4) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5
gram s.d. 1 kilogram.

5) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai,
angsuran, kolegtif (kelompok), ataupun arisan.

6) Uang muka mulai dari 10 % s.d. 90 % dari nilai logam mulia.

7) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.

Persyaratan:

1) Untuk logam Mulia secara tunai, nasabah cukup datang ke
outlet pegadaian (galeri 24) dengan membayar nilai logam
mulia ynag akan dibeli.

2) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat
menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan
keinginan.*®

f) Tabungan Emas
Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan
emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan
ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi
emas.
Keunggulan:
1) Pegadaian tabungan emas tersedia di kantor cabang diseluruh

Indonesia.

**https://digital.pegadaian.co.id/informasi-produk, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021,
pukul 08.46 WIB.
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2) Pembelian emas dengan harga tejangkau (mulai dari berat
0,01 gram).
3) Layanan petugas yang profesional.
4) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
5) Top up saldo tabungan emas dapat dilakukan secara online
melalui chanel perbankan.>
g) Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran
berbagai tagihan listrik, telepon/pulsa token, air minum, pembelian
tiket kereta api, dan lain sebagainya secra online. Layanan MPO
merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan
kepada nasabah bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.
Keunggulan:

1) Layanan MPO tersedia di outlet pegadaian di seluruh
Indonesia.

2) Pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian
dan kenyamanan dalam bertransaksi.

3) Biaya administrasi kompetitif.

4) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga
dapat bersinergi dengan gadai emas.

5) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai

hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening.

*’https://digital.pegadaian.co.id/informasi-produk, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021,
pukul 08.46 WIB.
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6) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari
satu tagihan.
7) Prosedur sangat mudah, nasabah tidak harus memiliki

rekening di Bank.

Persyaratan:

h)

1) Nasabah cukup datang ke outlet pegadaian diseluruh
Indonesia.

2) Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan
listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan
lain sebagainya.>®

Rahn

Untuk produk Rahn, kamu bisa mengajukan pinjaman

(Marhzn Bih) mulai dari Rp50.000 sampai Rp. 1 miliar atau

bahkan lebih. Pinjaman untuk produk ini jangka waktunya adalah

4 bulan dan bisa diperpanjang, dengan proses pengajuan yang

juga sangat mudah.

Penerimaan pinjaman bisa secara tunai atau ditransfer ke
rekening nasabah. Jaminanyang bisa diterima untuk produk ini
antara lain adalah emas perhiasan, emas batangan, berlian,

kendaraan bermotor, laptop, dan barang elektronik lainnya.

**https://digital.pegadaian.co.id/informasi-produk, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021,

pukul 08.46 WIB.
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Pelunasan cukup fleksibel, dengan perhitungan mu nah (biaya
terkait jaminan) selama masa pinjaman.®
i) Ar-Rum BPKB
Ar-Rum BPKB adalah pinjaman dengan angsuran bulanan
yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia dimana barang
jaminan berupa BPKB kendaraanbermotor sedangkan unit
kendaraan tetap dapat digunakan nasabah.
Keunggulan:
1) Sesuai fatwa DSN-MUI.
2) Prosedur pengajuan kredit mudah dan aman.
3) Mu’nah terjangkau dengan angsuran tetap perbulan.
Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
4) Kendaraan tetap digunakan.®
j) Ar-Rum Haji
Ar-Rum Haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi
haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan
emas dan proses yang mudah serta aman.
Keunggulan:
1) Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat

digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.

% https://glints.com/id/lowongan/pegadaian-adalah/#YV7XXFOySSU, diakses pada
tanggal 23 Oktober 2021, pukul 14.00 WIB.

$%https://sahabatpegadaian.com/produk-pegadaian, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021,
Pukul 14.00 WIB.
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2) Emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian.
3) Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.
4) Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya
haji pada saat lunas.
Persyaratan:
1) Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji
2) Fotocopy KTP.%
B. Hasil Penelitian
1. Penerapan Denda Ar-Rum Emas di PT. Pegadaian (Persero)
UPS. Sibuhuan
Pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan berdasarkan hasil
wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan pengelola UPS.
Sibuhuan, bapak Ahmad Kali Ansori menjelaskan bahwa denda Ar-
Rum Emas adalah “Suatu uang yang harus dibayar oleh nasabah
dalam pembayaran angsurannya yang dikarenakan keterlambatan
nasabah pada saat tanggal jatuh tempo yang telah disepakati antara
nasabah dengan pihak Pegadaian. Denda Ar-Rum Emas ini
sebelumnya telah diberitahukan kepada pihak nasabah dan telah
disetujuai pada saat melakukan akad. Dana denda tersebut akan

disalurkan kelembaga ziswaf (zakat, infak, sedekah, wakaf) maupun

*'https://sahabatpegadaian.com/produk-pegadaian, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021,
Pukul 14.00 WIB.
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korban bencana alam. Dana tersebut tidak dimasukkan ke dalam
kategori margin atau keuntungan pegadaian”.®?

Bapak Ahmad Kali menjelaskan bahwa seorang nasabah
dikatakan terkena denda apabila nasabah tersebut melewati tanggal
jatuh tempo yang disepakati antara nasabah dengan pihak pegadaian.
%3pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan pengenaan sanksi
denda Ar-Rum Emas ditetapkan dalam hitungan hari sebesar 0,133 %
dengan Tenor 12, 18, 24, dan 36 bulan dengan angsuran 0,95%.
Penetapan denda kepada nasabah dapat dilihat pada contoh studi
kasus sebagai berikut:

“Seorang nasabah meminjam uang sebesar Rp10.000.00 kepada
pegadaian UPS. Sibuhuan dengan Tenor 12 bulan dan angsuran
sebesar 0,95% per bulan. Pada saat membayar angsuran ternyata
nasabah ini sudah terlambat 4 hari pembayaran. Berapakah jumlah
keseluruhan yang harus dibayarkan oleh nasabah tersebut”.?

Pokok : 10.000.000

Tenor : 12 bulan

Angsuran : 0,95%/ bulan

Mu’nah = 0,95 x 10.000.000 = 95.000

100
Pokok = 10.000.000 = 833,400
12 928.000

Denda 4 hari = 0,133 % x 928.000

$2\Wawancara dengan infoman Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan tanggal 5 Oktober
2021, Pukul 15. 00 WIB.

® Wawancara dengan infoman Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan tanggal 5 Oktober
2021, Pukul 15. 00 WIB.
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=1.433x4
=5.732

Total Biaya =928.000 + 5.732
=933.732

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa nasabah
membayar denda 4 hari sebesar Rp5.732 ditambah jumlah angsuran
sebesar Rp928.000. Jadi pada saat membayar angsuran nasabah akan
membayar angsuran sebesar Rp933.732.

Tujuan diterapkannya denda pada PT. Pegadaian (Persero)
UPS. Sibuhuan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan
peneliti dengan pengelola UPS. Sibuhuan menjelaskan bahwa tujuan
diterapkannya denda adalah untuk memberikan efek jera kepada
nasabah yang melakukan wanprestasi ataupun tidak memenuhi
kewajibannya sesuai waktu yang ditetapkan.®

Denda yang diperoleh oleh pihak pegadaian dari nasabah yang
melakukan cidera janji ataupun keterlambatan dalam pemnbayaran
angsuran akan disalurkan kepada sebuah lembaga sosial seperti,
menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan menyalurkannya
kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi nasabah melakukan
cidera janji atau keterlambatan dalam pembayaran angsuran antara

lain:

Wawancara dengan infoman Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan tanggal 5 Oktober
2021, Pukul 15. 00 WIB.
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a. Faktor ekonomi
Naik  turunnya perekonomian seorang nhasabah
kemungkinan besar akan mempengaruhi lancar ataupun
tidaknya pembayaran angsuran nasabah tersebut. Jika
perekonomian seorang nasabah mengalami  penurunan
kemungkinan besar nasabah tersebut akan membutuhkan jangka
waktu yang cukup untuk melakukan pembayaran angsurannya.
Dalam hal ini, nasabah akan mengalami keterlambatan yang
menyebabkan nasabah terkena denda.®®
b) Faktor kepentingan pribadi
Mendahulukan kepentingan pribadi merupakan salah satu
penyebab nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran
angsuran. Dalam hal ini nasabah menggunakan dana yang
seharusnya untuk membayar angsuran malah menggunakan
dana tersebut untuk kepentingan lainnya.®® Adanya kesibukan
tersendiri dari nasabah juga merupakan salah satu penghambat

nasabah dalam pembayaran angsuran.®” Ada juga yang beralasan

% Wawancara dengan ibu nurmiati selaku nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPS.
Sibuhuan, 7 Oktober 2021, Pukul 10.00 WIB.

**Wawancara dengan ibu siti adilah selaku nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPS.
Sibuhuan , 7 Oktober 2021, Pukul 14. 00 WIB.

8" Wawancara dengan ibu Nafisah Nst selaku nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPS.
Sibuhuan, 8 Oktober 2021, Pukul 09.00 WIB.
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bahwa lokasi yang lumayan jauh menjadi alasan nasabah
terlambat dalam membayar angsuran.®®
Penerapan denda dalam pembiayaan Ar-Rum ini selain untuk
memberikan efek jera kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi
kewajibannya adalah menghindari dampak yang dialami oleh pihak
pegadaian. Keterlambatan pihak nasabah dalam pembayaran
angsurannya akan berdampak pada pencadangan penghapusan aktiva
produktif atau PPAP yang besar. Karena setiap keterlambatan
pembayaran yang dialami nasabah pihak pegadaian akan
mencadangkan sejumlah uang yang diambil dari keuntungan
pegadaian. Dengan menerapkan denda pada pembiayaan Ar-Rum
merupakan salah satu cara menanggulangi kerugian yang berakibat
kepada pihak pegadaian.®
2. Penerapan denda produk Ar-Rum Emas menurut Fatwa Dewan
Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/1X/2000
Dilihat dari ketentuan yang diberikan dari pihak pegadaian yang
diartikan pegadaian dengan penyebutan fa zir mengadopsi sebagaimana
dalam fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas
nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Adapun ketentua-

ketentuannya adalah sebagai berikut:

%8 Wawancara dengan ibu Rahma Rahimah selaku nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPS.
Sibuhuan, 8 Oktober 2021, Pukul 14. 00 WIB.

*Wawancara dengan infoman Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan tanggal 5 Oktober
2021, Pukul 15. 00 WIB.
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a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan
LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-
menunda pembayaran dengan sengaja.

b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force
majeur tidak boleh dikenakan sanksi.

c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran atau tidak
mempunyai kemauan dan itikad baik untuk untuk membayar
utangnya boleh dikenakan sanksi.

d. Sanksi didasarkan pada prinsip za zir, yaitu bertujuan agar nasabah
lebih disiplin dalam melaksankan kewajibannya.

e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang besarnya ditentukan atas
dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.”

Penerapan denda Ar-Rum Emas pada PT. Pegadaian (Persero)
UPS. Sibuhuan sudah sesuai dengan fatwa No. 17/DSN-MUI/IXX/2000
yakni pada poin 1 menjelaskan bahwa sanksi yang dimaksud adalah
nasabah yang mampu membayar tetapi nasabah menunda-nunda
pembayaran dengan sengaja. Pada saat wawancara informan ahmad kali

menyatakan bahwa rata-rata nasabah yang melakukan denda adalah

Zawawi, Fatwa Klausal dalam akad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan,
Vol. 16, No. 2. 2016, him 247.
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dikategorikan mampu, telat membayar karena ada halangan yang

kemudian sengaja menunda-nunda pembayaran.”™

Pada point 3 menjelaskan bahwa nasabah mampu yang menunda-
nunda pembayaran dan/tidak mempunyai kemauan dan itikad baik
untuk membayarutangnya, maka dikenakan sanksi berupa uang sebesar
0,133%, jika full 1 bulan nasabah tidak membayar maka akan

membayar denda sebesar 4 %."

Pada point 4 menjelaskan bahwa tujuan denda adalah mendidik
masyarakat untuk disiplin dan sebagai peringatan. Hal ini telah sesuai
dengan point 4 yaitu prinsip ta zir adalah bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melaksankan kewajibannya dan juga jumlah denda telah
sesuai dengan point 5 yaitu sanksi dapat berupa denda sejumlah uang
yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad

ditandatangani.

Terakhir point 6 yaitu dana yang berasal dari denda diperuntukkan

sebagai dana sosial. Denda yang diperoleh dari nasabah nantinya akan

""Wawancara dengan infoman Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan tanggal 5 Oktober
2021, Pukul 15. 00 WIB.

"Wawancara dengan infoman Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan tanggal 5 Oktober
2021, Pukul 15. 00 WIB.

”Wawancara dengan infoman Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan tanggal 5 Oktober
2021, Pukul 15. 00 WIB.
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disalurkan kepada lembaga zakat, infak, sedekah maupun kepada

masyarakat yang benar-benar membutuhkannya.”

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada PT.
Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan, faktor-faktor penyebab terjadinya
denda produk Ar-Rum Emas. Berdasarkan hasil analisis pembahasan

maka hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Analisis penerapan denda Ar-Rum Emas di PT. Pegadaian

(Persero) UPS. Sibuhuan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya denda pada
PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan antara lain faktor pribadi
dan faktor ekonomi. Faktor pribadi merupakan suatu pola kebiasaan
seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan tersebut dalam
menentukan pilihan kemudian diekspresikan dalam suatu tindakan.
Sebagai contoh ialah sibuk, sakit, dan keluar kota. Faktor ekonomi
merupakan faktor dalam yang mempengaruhi kegiatan ekonomi atau
usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seseorang.
Sebagai contohnya ialah belum gajian. Hasil penelitian ini sejalan
dengan teori yang dinyatakan oleh Lisya Ananda Apriliani dalam
Jurnalnya yang berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-
MUI/IX/2000 tentang penerapan denda keterlambatan pada

pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah” bahwa nasabah

"Wawancara dengan infoman Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan tanggal 5 Oktober
2021, Pukul 15. 00 WIB.
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tidak mampu melakukan pelunasan pembayaran angsuran

disebabkan dua faktor, pertama: secara sengaja tidak melakukan

pembayaran agunan karena tidak memiliki itikad baik. Kedua :
secara tidak sengaja tidak melakukan pembayaran agunan karena
ekonomi.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh jurnal fadli yang
berjudul “Penerapan denda murabahah menurut fatwa dewan syariah
nasional DSN/MUI (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang
Padangsidimpuan)” bahwa terjadinya denda pada Bank Muamalat
Cabang Padangsidimpuan dikarenakan tidak dapat memenuhi
kewajibannya pada saat waktu jatuh tempo yang disebabkan karena
tidak melaksanakan akad ataupun sengaja tidak melaksanakan akad
dikarenakan hal sesuatu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab
terjadinya denda Ar-Rum Emas dikarenakan dua faktor yaitu faktor
pribadi dan faktor ekonomi.

2. Analisis kesesuaian penerapan denda Ar-Rum Emas di PT.
Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan dengan Fatwa DSN MUI
No. 17/DSN-MUI/1X/2000

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa penerapan denda Ar-
Rum Emas menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui di PT.
Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan telah sesuai dengan Fatwa

No. 17/DSN-MUI/2000 dan sejalan dengan teori yang
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dinyatakan oleh Irfan Harmoko dalam Jurnal dengan Judul
“Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran
Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah
Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/1X/2000”, hasil penelitian
yang diperoleh menunjukkan penerapan Fatwa No. 17/DSN-
MUI/IX/2000 Tentang sanksi atas nasabah mampu yang
menunda-nunda pembayaran dipandang tepat, bahkan harus
dipertegas dalam aplikasinya.

. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan
sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode
penelitian. Hal ini bertujuan supaya hasil yang diperoleh benar-
benar objektif dan sistematis, namun peneliti berusaha agar
keterbatasan penelitian ini tidak sampai mengurangi makna dari
hasil penelitian yang diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian ini adalah
pada saat wawancara peneliti tidak mengetahui tentang kejujuran
informan dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan yang
diberikan sehingga memengaruhi data. Walaupun demikian
peneliti berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak
mengurangi makna penelitian ini, akhirnya dengan upaya dan

bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti
memperoleh kesimpulan pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan
sebagai berikut:

1. denda produk Ar-Rum Emas merupakan suatu uang lebih yang
harus dibayar oleh nasabah dalam pembayaran angsurannya
dikarenakan keterlambatan nasabah pada saat tanggal jatuh
tempo yang telah disepakati antar kedua belah pihak.Tujuan
diterapkannya denda produk Ar-Rum Emas pada PT.
Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan ialah untuk memberikan
efek jera kepada nasabah yang melakukan ingkar janji ataupun
tidak dapat memenui kewajibannya sesuai kesepakatan yang
ditetapkan.

2. Teknis perhitungan denda Ar-Rum Emas ditentukan dalam
hitungan hari yakni sebesar 0.133%. Dalam penerapannya,
denda produk Ar-Rum emas PT. Pegadaian (Persero) UPS.
Sibuhuan telah sesuai dengan Fatwa MUI No. 17/DSN-

MUI/1X/2000.
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B. Saran
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pihak
pembaca maupun pihak yang terkait langsung. Adapun saran ynag
diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan agar memberikan
kelonggaran kepada nasabah yang tidak memungkinkan
nasabah untuk tepat dalam pembayaran angsuran.

2. PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan agar lebih banyak
mengadakan sosialisasi mengenai pembiayaan Ar-Rum Emas

guna meningkatkan jumlah nasabah pada pembiayaan tersebut.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara Informan PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan

1.
2.

Apakah yang dimaksud dengan denda Ar-Rum Emas ?

Apa alasan nasabah terkait keterlambatan dalam pembayaran angsuran
produk Ar-Rum Emas di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan?
Bagaimana teknis perhitungan denda Ar-Rum Emas di PT. Pegadaian
(Persero) UPS. Sibuhuan ?

Produk apa saja yang ada di PT. Pegadaian ( Persero) UPS. Sibuhuan ?

5. Apa saja yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pembiayaan

© o N

Ar-Rum Emas ?

Apa tujuan diterapkannya denda produk Ar-Rum Emas ?

Adakah batas maksimal seorang nasabah terkena denda ?

Bagaimana penyaluran dana denda Ar-Rum Emas yang telah terkumpul ?
Apa saja faktor yang mempengaruhi seorang nasabah terkena denda ?

10 Apakah penerapan denda produk Ar-Rum Emas sudaha sesuai dengan

fatwa MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 ?



Lampiran 2

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai sebanyak 4 nasabah yang terkena

denda produk ar-rum emas di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan.

a. Biodata
No Nama Jenis Kelamin Pekerjaan
1 | Nurmiati Perempuan Petani
2 | Siti Adilah Perempuan Petani
3 | Nafisah Nst Perempuan Petani
4 | Rahma Rohimah Perempuan Petani

b. Pedoman wawancara nasabah

1. Bagaimana menurut bapak/ibu sebagai nasabah terkait denda Ar-um

Emas pada PT. Pegadaian ( Persero) UPS. Sibuhuan ?

2. Apakah ada pengaruh/ efek jera dari denda tersebut bagi bapak/ibu ?
3. Apa alasan bapak/ibu terkait keterlambatan pembayaran angsuran di

PT. Pegadaian ( Persero ) UPS. Sibuhuan ?

4. Berapakah jumlah denda yang harus dibayarkan bapak/ibu terkait

denda keterlambatan tersebut ?




Lampiran 3

Dokumentasi Riset










